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Abstrak 

Latar Belakang: Apoteker memiliki peran penting di puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan tingkat pertama 

dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian termasuk pengelolaan obat untuk menjamin ketersediaan, mutu, dan 

penggunaan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Telah terdapat beragam kajian kesesuaian praktek pengelolaan obat 

di puskesmas, namun pengukuran peran apoteker dalam manajemen obat serta dampaknya masih terbatas. Tujuan: Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis peran Apoteker dalam pengelolaan obat di empat Puskesmas wilayah Bandung (kota dan 

kabupaten) secara kuantitatif dan kualitatif. Metode: Penelitian observasional menggunakan desain cross-sectional dengan 

pendekatan mixed methods yang dilaksanakan pada Januari-Maret 2026. Data dikumpulkan menggunakan instrumen self-

assessment, peer-assessment, dan wawancara semi-terstruktur terhadap 10 partisipan. Hasil: Peran Apoteker pada seluruh 

tahapan pengelolaan obat berada pada tingkat 70-92%. Tingkat peran tertinggi diperoleh pada tahapan penerimaan, 

penyimpanan, dan pengelolaan sumber daya manusia (92%), sedangkan terendah terdapat pada tahapan pendistribusian 

(70%) dengan rata-rata skor peran Apoteker sebesar 2,6 (kategori Aktif hingga Dominan). Hasil wawancara mendukung 

temuan kuantitatif yang mengindikasikan bahwa variasi penilaian peran Apoteker berkaitan erat dengan koordinasi antar 

tenaga kesehatan, pembagian tugas dan mekanisme kerja di masing-masing Puskesmas. Kesimpulan: Apoteker telah 

berperan aktif hingga dominan dalam seluruh tahapan pengelolaan obat di Puskesmas wilayah Bandung, dengan keterlibatan 

paling tinggi pada penerimaan, penyimpanan, dan pengelolaan sumber daya manusia, sedangkan pendistribusian masih 

menjadi aspek yang perlu diperkuat. 

Kata kunci: Apoteker; Pengelolaan Obat; Peran; Puskesmas. 

Abstract 

Backgrounds: Pharmacists play a crucial role in Community Health Centers as the frontline of primary healthcare by 
delivering pharmaceutical services, including medication management, to ensure the availability, quality, and appropriate 
use of medicines in accordance with prevailing regulations. While various studies have examined the compliance of 
medication management practices in these centers, research measuring the extent of pharmacist involvement in medication 
management and its impact remains limited. Objectives: This study aimed to analyze the role of pharmacists in medication 
management across four Community Health Centers in the Bandung area (covering both the city and the regency) using 
both quantitative and qualitative methods. Methods: This observational study employed a cross-sectional design with a 
mixed-methods approach and was conducted between January and March 2026. Data were collected using self-assessment 
and peer-assessment instruments, as well as semi-structured interviews with 10 participants. Results: Pharmacist 
involvement across all stages of medication management ranges from 70% to 92%. The highest levels of involvement are 
observed in the receiving, storage, and human resource management stages (92%), while the lowest is in the distribution 
stage (70%); the average involvement score is 2.6 (categorized as "Active" to "Dominant"). Interview results corroborate 
the quantitative findings, indicating that variations in pharmacist involvement were closely linked to coordination among 
healthcare professionals, task allocation, and operational mechanisms within each Community Health Center. Conclusion: 
Pharmacists played an active to dominant role across all stages of medication management in the Bandung area Community 
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Health Centers; involvement was highest in receiving, storage, and human resource management, whereas distribution 
remains an area requiring further strengthening. 

Keywords: Pharmacist; Medication Management; Role; Community Health Center. 

1. PENDAHULUAN 

 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang 

memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam sistem pelayanan 

tersebut, pengelolaan obat merupakan salah satu komponen penting karena berkaitan langsung dengan 

ketersediaan, mutu, keamanan, dan kesinambungan pelayanan kepada pasien. Pelayanan kefarmasian di 

Puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan sesuai 

standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 dan Petunjuk Teknis 

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tahun 2019 (1,2). Dalam pelaksanaannya, Apoteker bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, sedangkan tenaga vokasi farmasi (TVF) melaksanakan 

kegiatan teknis sesuai kompetensi dan kewenangannya. 

Secara global, praktik kefarmasian telah mengalami perkembangan dari orientasi yang berfokus pada 

pengelolaan dan penyerahan obat menuju pelayanan yang lebih berorientasi pasien, klinis, dan kolaboratif. 

Analisis longitudinal terhadap program Kongres Dunia International Pharmaceutical Federation (FIP) 

menunjukkan adanya perkembangan praktik farmasi menuju pelayanan klinis yang semakin kolaboratif dan 

berorientasi pasien, sejalan dengan prinsip Good Pharmacy Practice (GPP) (3). Perubahan tersebut 

menyebabkan tuntutan terhadap Apoteker semakin luas, tidak hanya sebagai pengelola obat, tetapi juga sebagai 

bagian dari tim kesehatan yang berkontribusi terhadap mutu dan keselamatan pelayanan. Namun, perluasan 

peran tersebut perlu diikuti oleh ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai agar tanggung 

jawab yang diberikan dapat dilaksanakan secara optimal. 

Pada tingkat pelayanan primer, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perluasan peran tersebut belum selalu 

diikuti kondisi sumber daya yang memadai. Di Indonesia, keterbatasan jumlah Apoteker masih menjadi 

permasalahan. Susyanty et al. (2020) melaporkan bahwa 54,5% Puskesmas pada lima regional di Indonesia 

belum memiliki Apoteker, sedangkan hanya 18,2% Puskesmas yang memiliki tenaga kefarmasian dalam jumlah 

yang dinilai memadai (4). Kondisi tersebut dapat menjadi semakin kompleks ketika Apoteker yang tersedia 

harus menangani berbagai kegiatan pengelolaan obat sekaligus pelayanan kefarmasian lainnya. Pada suatu 

penelitian di Tarakan, sebagian besar pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi didominasi oleh Apoteker 

Penanggung Jawab (53,6%) dan disusul oleh Tenaga Vokasi Kefarmasian (24,2%) (5). Idris dan Ahmad (2024) 

melaporkan bahwa keterbatasan jumlah Apoteker dan tingginya beban kerja menjadi faktor yang menyebabkan 

kontribusi Apoteker belum dapat dimanfaatkan secara maksimal (6). Sulistini dan Rindu (2024) juga 

mengidentifikasi beban kerja yang tinggi, keterbatasan obat, dan minimnya koordinasi antar tenaga kesehatan 

sebagai hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian (7). Dengan demikian, persoalan yang dihadapi 

Puskesmas bukan semata-mata apakah Apoteker terlibat dalam pengelolaan obat, tetapi juga bagaimana peran 

tersebut dilaksanakan dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan pembagian tugas yang berpotensi tumpang 

tindih. 

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari masih ditemukannya kesenjangan antara standar dan praktik 

pengelolaan obat. Penelitian sebelumnya melaporkan kesesuaian pengadaan obat di Puskesmas sebesar 85,90%, 

sedangkan pemanfaatan e-catalogue hanya mencapai 32,44% (8). Juwita et al. (2023) juga menunjukkan bahwa 

pengetahuan Apoteker yang baik belum selalu diikuti oleh ketersediaan obat yang optimal (9). Pengelolaan obat 

baik input maupun proses masih perlu dievaluasi agar efektif dan efisien (10). Pada tingkat operasional, Yuliasih 

et al. (2024) menemukan bahwa keterbatasan sistem informasi terintegrasi, jaringan, dan pemanfaatan aplikasi 

farmasi dapat menghambat koordinasi Apoteker dengan tenaga kesehatan lain (11). Sementara itu, Mizranita et 

al. (2023) menunjukkan bahwa ketidakjelasan pembagian tugas antara Apoteker dan TVF dapat menyebabkan 

tumpang tindih fungsi serta hambatan operasional (12). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa 

tingginya tuntutan terhadap peran Apoteker tidak selalu berjalan seiring dengan dukungan sistem, teknologi, 

jumlah tenaga, dan kejelasan pembagian tugas. 

Oleh karena itulah penelitian ini penting untuk dilakukan. Sebagian besar penelitian sebelumnya telah mengkaji 

indikator mutu, ketersediaan obat, dan kepatuhan terhadap prosedur dalam pengelolaan obat, namun masih 
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sedikit diketahui sejauh mana tingkat dan pola peran apoteker pada setiap tahap pengelolaan obat, termasuk 

kesesuaian persepsi apoteker dengan persepsi rekan kerja terhadap peran mereka. Peran aktual para apoteker ini 

perlu diketahui sebelum mengukur dampaknya terhadap mutu pengelolaan obat. Penelitian ini merupakan 

pemetaan studi dasar kuantitatif dan kualitatif tentang peran apoteker yang akan menjadi dasar untuk penelitian 

lebih lanjut untuk menguji pengaruh peran apoteker terhadap pengelolaan obat di Puskesmas.  

Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana peran apoteker pada setiap tahap pengelolaan obat sesuai 

standar dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif di beberapa Puskesmas wilayah Bandung. 

2. METODE 

 

Desain penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan mixed methods menggunakan desain 

cross-sectional. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur peran Apoteker melalui Self-Assessment 

(SA) dan Peer-Assessment (PA), sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperkuat dan 

memberikan konteks terhadap hasil kuantitatif melalui wawancara semi-terstruktur (13,14). Penelitian 

dilaksanakan pada empat Puskesmas di wilayah Bandung mencakup Kota dan Kabupaten yang memiliki 

Apoteker aktif dalam pengelolaan obat pada Januari-Maret 2026. 

 

Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian terdiri atas kuesioner SA, kuesioner PA, dan pedoman wawancara semi-terstruktur. Kedua 

kuesioner dikembangkan berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Puskesmas dan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tahun 2019. 

Indikator penilaian mencakup sepuluh aspek pengelolaan obat, yaitu perencanaan, permintaan/pengadaan, 

penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, pemantauan 

dan evaluasi, serta pengelolaan sumber daya manusia kefarmasian. Peran Apoteker dinilai menggunakan skala 

Likert ordinal 0-3, yaitu 0 = belum terlibat, 1 = terlibat dalam batas tertentu, 2 = terlibat secara aktif, dan 3 = 

terlibat secara dominan (13,15). Pedoman wawancara mencakup pelaksanaan peran, faktor ketidaksesuaian, alur 

kerja, dukungan sumber daya dan sarana, koordinasi, serta upaya perbaikan pengelolaan obat. 

 

Populasi dan sampel 

Populasi penelitian adalah seluruh tenaga kefarmasian pada empat Puskesmas mencakup wilayah Kota dan 

Kabupaten Bandung. Partisipan dipilih menggunakan purposive sampling dan berjumlah 10 orang, terdiri atas 5 

Apoteker sebagai responden SA sekaligus informan wawancara dan 4 Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) serta 1 

tenaga kesehatan lain yang terlibat langsung dalam pengelolaan obat sebagai responden PA. Apoteker yang 

diikutsertakan memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan obat, masa kerja minimal enam bulan, dan 

bersedia mengikuti penelitian. Rekan kerja merupakan tenaga yang terlibat langsung pada minimal satu tahapan 

pengelolaan obat di unit farmasi, berinteraksi rutin dengan Apoteker, serta bersedia menjadi responden. 

 

Prosedur dan pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap. Tahap kuantitatif dilakukan melalui SA dan PA. SA diisi oleh 

Apoteker untuk menilai persepsi terhadap keterlaksanaan perannya, sedangkan PA diisi oleh rekan kerja untuk 

memperoleh perspektif eksternal mengenai pelaksanaan peran Apoteker. Persepsi tenaga kesehatan terhadap 

kontribusi apoteker termasuk soft indicator mutu pelayanan kefarmasian yang penting untuk dievaluasi (16). 

Kedua instrumen menggunakan indikator yang sama. Tahap kualitatif dilakukan melalui wawancara semi-

terstruktur terhadap Apoteker untuk memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan peran pada setiap tahapan 

pengelolaan obat dan faktor yang memengaruhi hasil penilaian kuantitatif. Data kuantitatif diperiksa 

kelengkapan dan konsistensinya, kemudian dilakukan coding dan entry. Data wawancara direkam dan 

ditranskripsikan secara verbatim. 
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Jenis dan analisis data 

Data penelitian terdiri atas data kuantitatif dari SA dan PA serta data kualitatif dari wawancara. Analisis 

kuantitatif dilakukan secara deskriptif dengan menghitung skor, nilai rata-rata, persentase keterlaksanaan peran, 

serta membandingkan hasil SA dan PA (15,17). Persentase peran dihitung secara deskriptif dengan 

membandingkan skor yang diperoleh dengan skor maksimal yang mungkin dicapai pada setiap tahapan 

pengelolaan obat, menggunakan rumus: 

% Peran = 
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡 

𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥
 × 100% 

 

Skor maksimal ditentukan berdasarkan jumlah item dikalikan skor tertinggi, yaitu 3. Hasil disajikan dalam 

bentuk tabel dan grafik. Analisis kualitatif dilakukan dengan membaca transkrip wawancara, mengidentifikasi 

informasi yang relevan, mengelompokkan temuan berdasarkan tahapan pengelolaan obat, dan memilih kutipan 

yang mendukung. Temuan kualitatif digunakan untuk menjelaskan, mengonfirmasi, dan memperkuat hasil SA 

dan PA. 

 

Etika penelitian 

Penelitian telah memperoleh persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Universitas Bhakti 

Kencana dengan Nomor 023/09.KEPK/UBK/III/2026. Seluruh responden memperoleh penjelasan mengenai 

tujuan dan prosedur penelitian serta memberikan persetujuan melalui informed consent. Identitas responden 

dijaga kerahasiaannya dan data yang diperoleh digunakan hanya untuk kepentingan penelitian. 

 

3. HASIL  

 

Karakteristik responden 

Penelitian melibatkan 10 responden dari empat Puskesmas di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung, yang 

terdiri atas 5 Apoteker, 4 Tenaga Vokasi Farmasi (TVF), dan 1 tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam 

pengelolaan obat. Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (90%), berada pada kelompok usia 31-

40 tahun (60%), 50% responden merupakan Apoteker, berasal dari Puskesmas Kota A dan Kabupaten A 

masing-masing 20%, serta Puskesmas Kota B dan Kabupaten B masing-masing 30%. Berdasarkan masa kerja, 

40% responden memiliki masa kerja ≤1 tahun. 

 

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian. 

Karakteristik Kategori n % 

Jenis kelamin Laki-laki 1 10 

 Perempuan 9 90 

Usia 20-30 tahun 2 20 

 31-40 tahun 6 60 

 >40 tahun 2 20 

Pendidikan Apoteker 5 50 

 D3 Farmasi 2 20 

 S1 Farmasi 2 20 

 Tenaga kesehatan lainnya 1 10 

Masa kerja ≤1 tahun 4 40 

 1-5 tahun 1 10 

 6-9 tahun 3 30 

 ≥10 tahun 2 20 

 

Penilaian peran Apoteker dalam pengelolaan obat 

Penilaian peran Apoteker dilakukan melalui SA dan PA menggunakan skala 0-3. Secara keseluruhan, rata-rata 

skor peran Apoteker adalah 2,6, dengan skor SA sebesar 2,6 dan PA sebesar 2,5.  
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Tabel 2. Rekapitulasi Penilaian Peran Apoteker Pada Setiap Tahapan Pengelolaan Obat 

Tahapan pengelolaan obat Self-Assessment Peer-Assessment Rata-rata 

Perencanaan 2,4 2,7 2,5 

Permintaan/pengadaan 2,4 2,2 2,3 

Penerimaan 3,0 2,5 2,8 

Penyimpanan 2,8 2,7 2,8 

Pendistribusian 2,5 1,9 2,2 

Pemusnahan dan penarikan 2,5 2,7 2,6 

Pengendalian 2,7 2,5 2,6 

Administrasi 2,7 2,6 2,6 

Pemantauan dan evaluasi 2,8 2,6 2,7 

Sumber daya manusia 2,6 2,8 2,7 

Rata-rata 2,6 2,5 2,6 

 

Rata-rata skor pada sepuluh tahapan pengelolaan obat berkisar antara 2,2-2,8. Skor rata-rata tertinggi terdapat 

pada tahap penerimaan dan penyimpanan, masing-masing 2,8, sedangkan skor terendah terdapat pada 

pendistribusian, yaitu 2,2. 

 

Hasil pada setiap tahapan pengelolaan obat 

Pada tahap perencanaan, skor peran tertinggi terdapat pada perhitungan kebutuhan obat dan BMHP 

menggunakan metode konsumsi dan/atau morbiditas, penyusunan LPLPO, serta penyusunan formularium 

berdasarkan DOEN, masing-masing 2,75. Skor peran terendah terdapat pada evaluasi perencanaan 

menggunakan analisis ABC/VEN (2,29) dan penyusunan formularium berdasarkan FORNAS (2,38). 

 

Pada permintaan/pengadaan, skor peran tertinggi terdapat pada penyusunan LPLPO untuk permintaan obat 

(2,58), sedangkan skor peran terendah terdapat pada pengadaan mandiri sesuai ketentuan (2,33). Pada tahap 

penerimaan, peran dalam pemeriksaan label dan kemasan, kesesuaian jumlah, nomor batch, dan tanggal 

kadaluwarsa memperoleh skor masing-masing 2,79. Skor peran terendah terdapat pada pencatatan penerimaan 

pada kartu stok, yaitu 2,67. 

 

Pada penyimpanan, beberapa indikator memperoleh skor peran relatif tinggi, antara lain pengelompokan obat 

dan penerapan FEFO masing-masing 2,79 serta pengaturan penyimpanan narkotika dan psikotropika sebesar 

2,88. Tahap pendistribusian menunjukkan skor peran terendah dimana skor peran tertinggi terdapat pada 

penyusunan jadwal distribusi ke jejaring pelayanan (2,25), sedangkan skor peran terendah terdapat pada 

pencatatan dan dokumentasi distribusi (1,96).  

 

Tahap pemusnahan dan penarikan memperoleh kor peran tertinggi pada penyiapan daftar obat yang akan 

dimusnahkan (2,79), sedangkan skor peran terendah terdapat pada pembuatan berita acara pemusnahan (2,54). 

Tahap pengendalian memperoleh skor peran tertinggi pada pengendalian ketersediaan obat untuk mencegah 

kekosongan dan overstock serta pengendalian penggunaan berdasarkan stok pengaman/lead time/waktu 

kekosongan, masing-masing 2,71. Skor peran terendah terdapat pada pencatatan mutasi obat (2,46). 

 

Pada administrasi, pelaporan obat rusak dan/atau kedaluwarsa memperoleh skor peran tertinggi (2,96), 

sedangkan pelaporan terkait FORNAS memperoleh skor peran terendah (2,38). Tahap pemantauan dan evaluasi 

memperoleh hasil dimana peran dalam penggunaan data laporan eksternal untuk perbaikan sistem sebagai 

indikator tertinggi (2,83). Penggunaan data laporan internal memperoleh skor 2,58. Pada tahap SDM, 

pembinaan atau pemberian arahan dan supervisi kepada TVF memperoleh skor peran tertinggi (2,92), 

sedangkan peran sebagai penanggung jawab ruang farmasi/pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP memperoleh 

skor 2,58. 
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Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan obat dilakukan melalui pembagian tugas antara 

Apoteker dan tenaga kefarmasian. Data LPLPO, kartu stok, stock opname, data konsumsi, morbiditas, dan 

laporan penggunaan obat digunakan dalam pemantauan dan evaluasi. Pada tahap pemusnahan, obat kadaluwarsa 

atau tidak memenuhi persyaratan dipisahkan, didata, dan dilaporkan sebelum proses pemusnahan. Pada tahap 

pengendalian, pemantauan stok dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi kekosongan obat. 

 

 
Gambar 1. Sebaran Jawaban Penilaian Peran Apoteker dalam Pengelolaan Obat di wilayah Bandung 

 

Secara keseluruhan, data kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa Apoteker berperan pada seluruh tahapan 

pengelolaan obat, dengan variasi tingkat peran antartahapan dan antarlokasi penelitian. Tahapan penerimaan, 

penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, pemantauan dan evaluasi, serta SDM 

menunjukkan skor peran relatif lebih tinggi, sedangkan pendistribusian menunjukkan skor peran paling rendah. 

  

4. PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apoteker telah berperan dalam seluruh tahapan pengelolaan obat di empat 

Puskesmas wilayah Kota dan Kabupaten Bandung, dengan rata-rata skor peran 2,6. Penilaian SA (2,6) relatif 

sejalan dengan PA (2,5), meskipun terdapat perbedaan pada beberapa tahapan. Peran tertinggi ditemukan pada 

penerimaan dan penyimpanan obat, sedangkan pendistribusian memperoleh skor relatif paling rendah. Pola 

penilaian di Kabupaten Bandung juga cenderung lebih konsisten antara Apoteker dan rekan kerja dibandingkan 

Kota Bandung. Temuan ini menunjukkan bahwa peran Apoteker dalam pengelolaan obat secara umum telah 

berjalan, tetapi tingkat keterlibatan belum seragam pada setiap tahapan maupun lokasi penelitian.  

 

Pada tahap perencanaan, peran Apoteker tergolong baik, terutama dalam menghitung kebutuhan obat dan 

BMHP menggunakan metode konsumsi dan/atau morbiditas serta penyusunan LPLPO. Sebaliknya, penerapan 

analisis ABC/VEN dan penyusunan formularium berdasarkan FORNAS memperoleh skor peran lebih rendah. 

Wawancara menunjukkan bahwa data konsumsi, morbiditas, LPLPO, dan penggunaan obat periode sebelumnya 
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lebih sering digunakan sebagai dasar perencanaan melalui pernyataan Informan 1, “LPLPO dibuat tiap bulan… 

dijadikan dasar untuk bulan depannya” serta Informan 2, “kalau yang tahunan kita pakai RKO, kalau yang 

bulanan biasanya pakai LPLPO.” namun analisis ABC/VEN belum dilakukan secara konsisten.  Kondisi ini 

menunjukkan bahwa Apoteker telah menjalankan fungsi operasional perencanaan, tetapi fungsi analitis untuk 

menentukan prioritas obat masih dapat diperkuat. Temuan tersebut sejalan dengan Yudiani et al. (2024), yang 

melaporkan bahwa perencanaan kebutuhan obat dapat menggunakan metode konsumsi dan morbiditas serta 

didukung RKO dan LPLPO, sedangkan Saputri et al. (2022) menempatkan analisis ABC-VEN sebagai 

pendekatan untuk menentukan prioritas berdasarkan nilai investasi dan tingkat kepentingan obat (18,19).  

Dengan demikian, rendahnya skor relatif pada ABC/VEN lebih menunjukkan variasi implementasi metode 

perencanaan daripada tidak adanya peran Apoteker. 

 

Pada tahap permintaan/pengadaan, skor  juga menunjukkan bahwa Apoteker berperan dalam menetapkan 

kebutuhan dan menyusun permintaan, terutama melalui LPLPO. Wawancara memperlihatkan bahwa LPLPO 

menjadi dasar pengajuan kebutuhan melalui pernyataan Informan 1, “dari LPLPO, dari persediaan, jadi 2x 

persediaan itu jadi stok optimum”. Selain itu, Informan 4 menyampaikan bahwa permintaan rutin dilakukan 

berdasarkan data pemakaian maupun morbiditas, sementara pengadaan melalui BLUD dilakukan apabila 

pasokan dari dinas tidak mencukupi seperti disampaikan Informan 2 dan 1, “kalau memang tidak ada, berarti 

kita ngadainnya sendiri dari dana BLUD”. Pola tersebut dapat menjelaskan mengapa peran pada penyusunan 

LPLPO lebih tinggi dibandingkan pengadaan mandiri. Temuan ini relevan dengan penelitian Muslim dan 

Laksono (2021) yang menunjukkan bahwa pengadaan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau usulan dalam 

LPLPO sehingga dapat memengaruhi ketersediaan obat (20).  Artinya, tantangan pada tahap ini tidak hanya 

berkaitan dengan kemampuan Apoteker, tetapi juga dengan kesinambungan pasokan dan mekanisme pengadaan 

yang berada dalam sistem pelayanan kesehatan. 

 

Tahap penerimaan memperoleh salah satu skor peran tertinggi. Apoteker relatif konsisten dalam melakukan 

pemeriksaan label, kemasan, mutu fisik, jenis, jumlah, nomor batch, dan tanggal kadaluwarsa didukung oleh 

pernyataan Informan 2, “Fakturnya kita cek satu-satu, per obat dan jumlah, nomor batch, fisik” dan Informan 

5, “Nanti dicek jumlah obat, barangnya berapa sesuai dengan permintaannya. Terus expired date, nomor 

batch, kayak gitu, disesuaikan.”. Namun, pencatatan penerimaan pada kartu stok memperoleh skor peran relatif 

lebih rendah. Wawancara menunjukkan bahwa pencatatan dilakukan melalui kartu stok, sistem informasi, atau 

kombinasi keduanya sehingga terdapat variasi mekanisme antar-Puskesmas.  Temuan ini sesuai dengan Faizah 

et al. (2026), yang menekankan verifikasi administratif dan pemeriksaan fisik sebagai bagian penting dalam 

penerimaan obat, termasuk pencocokan jumlah, kondisi kemasan, label, nomor batch, dan tanggal kadaluwarsa 

(21).  Tingginya keterlibatan pada tahap ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan mutu obat sebelum masuk 

ke persediaan telah menjadi bagian penting dari peran Apoteker. 

 

Pada penyimpanan, peran Apoteker juga relatif tinggi. Pengelompokan obat dan penerapan FEFO memperoleh 

skor tinggi didukung oleh pernyataan Informan 1, “Yang ED duluan yang kami dahulukan” serta bahwa suhu 

dan kelembapan dipantau menggunakan lembar pengontrol, dan Informan 4, “penyimpanan itu mulai dari obat-

obat yang biasa, terus high alert, narkotik dipisahkan sendiri” sedangkan inspeksi berkala serta penandaan 

LASA menunjukkan skor peran relatif lebih rendah. Wawancara juga mengungkapkan bahwa perbedaan tanggal 

kedaluwarsa dari berbagai sumber pengadaan menyebabkan petugas harus melakukan pengecekan berulang agar 

FEFO tetap diterapkan.  Temuan ini sejalan dengan Andriani dan Mardhiyani (2025) serta Pitriyanti et al. 

(2025), yang menekankan pengelompokan obat, FIFO/FEFO, pemisahan obat khusus, pemantauan suhu, 

inspeksi berkala, dan penandaan high-alert serta LASA sebagai komponen penyimpanan yang baik (22,23).  

Dengan demikian, tingginya skor peran dalam penyimpanan menunjukkan bahwa fungsi pengamanan mutu obat 

telah berjalan, meskipun standardisasi inspeksi dan pengelolaan LASA masih perlu diperkuat. 

 

Temuan paling penting terdapat pada tahap pendistribusian, yang memperoleh skor peran relatif terendah. Peran 

Apoteker lebih terlihat pada pengaturan jadwal dan pemenuhan kebutuhan unit pelayanan, sedangkan pencatatan 

serta dokumentasi distribusi memperoleh skor peran paling rendah. Wawancara menunjukkan bahwa distribusi 
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dilakukan secara berkala dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan sebelumnya, sementara pencatatan 

pengeluaran dilakukan melalui kartu stok. Informan 2 menyampaikan bahwa “kalau yang sebenarnya dua-

duanya sih, di awal bulan biasanya semua poli… permintaannya semua di awal bulan kita nyiapin, kecuali ada 

yang memang dadakan”, sedangkan untuk kondisi tertentu “misalkan ada kecelakaan yang butuh banyak dan 

kekurangan, jadi itu langsung by accident.” Selain itu, Informan 5 menjelaskan bahwa permintaan dari jejaring 

pelayanan dilakukan secara berkala dengan “permintaan kan tiap bulan, satu bulan sekali”, sedangkan jumlah 

obat yang didistribusikan “disesuaikan dengan sebelumnya.”. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Apoteker 

lebih kuat pada fungsi koordinatif daripada aspek administratif distribusi. Hamsinah et al. (2025) menegaskan 

bahwa distribusi merupakan tahapan penting untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai standar (24).  

Rendahnya skor peran dalam distribusi juga konsisten dengan masalah ketidakseragaman pengelolaan obat yang 

ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya di Puskesmas. 

 

Pada pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi pengelolaan obat, peran Apoteker tergolong 

tinggi. Pada pemusnahan dan penarikan, Apoteker berperan dalam identifikasi obat, penyiapan daftar, 

penyusunan usulan, koordinasi, dan pengelolaan penarikan sesuai pernyataan Informan 5, “kalau misalnya ada 

obat kadaluarsa, kita pisahkan dulu, kemudian kita lapor ke dinas dan dibuat berita acaranya”, serta Informan 

4 yang menjelaskan “kalau ada obat ED, kita kumpulkan dulu, nanti menunggu jadwal pemusnahan dari 

dinas”. Pada pengendalian, peran lebih kuat dalam menjaga ketersediaan dan penggunaan obat sesuai 

pernyataan Informan 1, “LPLPO dibuat tiap bulan… stok awal, stok akhir, penggunaan, persediaan, itu bakal 

dijadikan dasar untuk bulan depannya”, sedangkan Informan 4 menjelaskan bahwa “dibikin RKO… terus per 

bulan juga ada rata-rata penggunaan, jadi kita tahu kekosongan ke depannya berapa.”, sedangkan pencatatan 

mutasi memperoleh skor relatif lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa Apoteker lebih dominan pada 

pengambilan keputusan dan pengawasan persediaan dibandingkan pekerjaan pencatatan rutin. Baybo et al. 

(2022) juga menunjukkan pentingnya buffer stock, stock opname, dan kartu stok dalam mencegah kekosongan 

maupun kelebihan persediaan (25).  

 

Pada aspek administrasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat, data menunjukkan peran yang cukup 

tinggi. Pelaporan obat rusak/kadaluwarsa merupakan salah satu kegiatan dengan skor peran tertinggi, sementara 

pelaporan terkait FORNAS relatif lebih rendah. Wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar administrasi 

masih berpusat pada Apoteker Penanggung Jawab, dengan penggunaan kartu stok, LPLPO, dan sistem 

informasi.  Pemantauan dilakukan menggunakan LPLPO, kartu stok, stock opname, data konsumsi, morbiditas, 

serta laporan penggunaan obat. Data tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan periode berikutnya, 

meskipun perubahan jumlah pasien dan pola penyakit menyebabkan kebutuhan obat dapat berubah.  Temuan ini 

sejalan dengan Prasetyo et al. (2025) dan Nurfadila dan Usviany (2024) mengenai pentingnya pencatatan, 

pelaporan, evaluasi, dan stock opname dalam menjaga akurasi data persediaan dan efektivitas pengelolaan obat 

(26,27).  

 

Pada aspek manajemen sumber daya manusia pengelola obat, peran Apoteker tergolong tinggi, terutama dalam 

pembinaan, supervisi, dan memastikan pelaksanaan SOP. Temuan ini menunjukkan bahwa Apoteker tidak 

hanya menjalankan kegiatan teknis, tetapi juga berfungsi sebagai koordinator dan pengawas tenaga kefarmasian. 

Namun, hasil tersebut perlu dipahami dalam konteks pembagian tugas dengan TVF. Mizranita et al. (2023) 

melaporkan bahwa ketidakjelasan pembagian tugas dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi dan hambatan 

operasional, sedangkan Idris dan Ahmad (2024) mengidentifikasi keterbatasan jumlah Apoteker dan beban kerja 

sebagai faktor yang dapat membatasi optimalisasi peran (6,12).  

 

Secara keseluruhan, temuan penelitian mendukung tujuan penelitian bahwa Apoteker telah menjalankan peran 

dalam seluruh tahapan pengelolaan obat, tetapi tingkat keterlibatannya tidak merata. Kesenjangan paling nyata 

terdapat pada pendistribusian, penerapan analisis ABC/VEN, beberapa aspek administrasi, serta inspeksi dan 

penandaan LASA. Hasil ini sekaligus memperlihatkan bahwa keberadaan Apoteker belum otomatis menjamin 

keseragaman seluruh proses pengelolaan obat. Variasi antar-Puskesmas yang ditemukan konsisten dengan 

penelitian di wilayah Bandung mengenai masih adanya permasalahan stok, perencanaan berbasis kebutuhan, 
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serta penyimpanan obat high-alert dan LASA.  Dengan demikian, penguatan peran Apoteker perlu diarahkan 

tidak hanya pada kegiatan operasional, tetapi juga pada fungsi analitis, standardisasi dokumentasi, supervisi 

distribusi, dan evaluasi berkelanjutan. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan Apoteker telah berperan aktif hingga dominan dalam seluruh tahapan pengelolaan 

obat di Puskesmas wilayah Bandung, dengan keterlibatan paling tinggi pada penerimaan, penyimpanan, dan 

pengelolaan sumber daya manusia, sedangkan pendistribusian masih menjadi aspek yang perlu diperkuat. 

Temuan kualitatif dari wawancara mendukung hasil kuantitatif, dimana perbedaan tingkat peran berkaitan 

dengan koordinasi antar tenaga kesehatan, pendelegasian tugas, dan mekanisme kerja yang berbeda di setiap 

Puskesmas. Secara umum, apoteker telah menjalankan perannya sebagai penanggung jawab pengelolaan obat 

sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian Puskesmas. 

 

Oleh karena itu, Puskesmas harus mempertahankan peran apoteker dalam pengelolaan obat sekaligus 

menyempurnakan koordinasi dan memperjelas pembagian tugas di antara tenaga kefarmasian. Dinas Kesehatan 

sebaiknya meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan obat. Untuk penelitian 

selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak Puskesmas dan lokasi penelitian yang lebih luas agar gambaran yang 

dihasilkan lebih baik. 
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